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Penelitian ini berawal dari adanya putusan Pengadilan Agama Martapura
Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp yang menurut penulis tidak mengacu kepada
aturan yang telah ada dan telah ditentukan dalam Undang-undang, yaitu separo
bagian untuk masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama
Martapura dalam memutus sengketa harta bersama.

Penelitian ini merupakan penelitian dokumenter yang bersifat deskriptif.
Adapun bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah Pertimbangan
hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura Nomor 0512/Pdt.G/PA.Mtp. Sumber
hukum dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Martapura
Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. Penelitian ini menemukan putusan sengketa
pembagian harta bersama yang tidak berdasarkan perundang-undangan. Dalam
pembagiannya bagian untuk masing-masing pihak 7/8:1/8 (Tergugat rekonvensi :
Penggugat rekonvensi). Adapun pertimbangan hukum hakim dengan berdasarkan
alat bukti yang ada maka hakim memutus tidak setengah-setengah dengan alasan
mempertimbangkan rasa keadilan.

Menurut hasil analisa penulis benar majelis hakim memutus perkara
tersebut tidak setengah-setengah. Melainkan dengan bagian 7/8:1/8 (tergugat
rekonvensi : penggugat rekonvensi) . Sesuai dengan terjemah ayat QS.An-Nisa:32
“bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi
Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”. Karena yang
lebih dominan mendapatkan harta adalah pihak istri maka sudah sewajarnya istri
mendapat bagian yang lebih banyak dari suami. Di sinilah dapat terlihat usaha
hakim untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar dapat dirasakan adil
dengan keluar dari konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam.






